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ABSTRAK

Bencana banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir
November 2025 menewaskan lebih dari 900 orang, ratusan ribu penduduk mengungsi, dan kerusakan
infrastruktur yang parah. Kajian ini menganalisis akar penyebab struktural bencana dengan pendekatan
ckologi politik dan analisis tata kelola, menggunakan studi kasus kualitatif dan data sekunder. Kerangka
analisis mengintegrasikan konsep "Accumulation by Dispossession" dan teori kekuasaan tiga dimensi untuk
mengungkap mekanisme produksi bencana. Analisis menunjukkan korelasi kuat antara lokasi deforestasi
untuk konsesi korporasi (631 izin) serta area perambahan dengan konsentrasi korban tertinggi. Bencana
ini merupakan produk dari konfigurasi kekuasaan ekstraktif yang mendistorsi kebijakan kehutanan tingkat
provinsi, diperparah fragmentasi kelembagaan, tumpang tindih kewenangan, dan kegagalan penegakan
hukum secara sistemik. Degradasi hutan yang mencapai 1,4 juta ha (2016-2025) di Daerah Aliran Sungai
(DAS) kritis telah melemahkan daya dukung hidrologis wilayah. Kajian ini mengusulkan lima
rekomendasi kebijakan transformatif berbasis praktik internasional menuju tata kelola hutan adaptif dan
berkeadilan. Kasus ini merepresentasikan kondisi nasional Indonesia, dimana tata kelola sumber daya
alam yang lemah menciptakan kerentanan sistemik terhadap bencana ekologis.

Kata kunci: banjir-longsor, bencana alam, deforestasi, ekologi politik, tata kelola hutan, Sumatera

ECOLOGICAL DISASTER IN SUMATRA: THE FAILURE OF FOREST GOVERNANCE
FROM A POLITICAL ECOLOGY PERSPECTIVE

ABSTRACT

Flash floods and landslides in the provinces of Aceh, North Sumatra, and West Sumatra at the end of November
2025 killed more than 900 pegple, displaced hundreds of thousands of pegple, and severely damaged infrastructure. This
study analyzes the structural root causes of disasters with a political ecology approach and governance analysis, using
qualitative case studies and secondary data. The analytical framework integrates the concept of "accummulation by
dispossession"" and three-dimensional power theory to uncover the mechanisms of disaster production. The analysis showed a
strong correlation between deforestation sites for corporate concessions (631 permits) as well as encroachment areas with the
highest concentration of victims. This disaster is a product of the configuration of extractive power that distorts provincial-
level forestry policies, exacerbated by institutional fragmentation, overlapping authority, and systemic failure of law
enforcement. Forest degradation of 1.4 miillion ha (2016-2025) in critical watersheds has weakened the hydrological carrying
capacity of the region. The study proposes five transformative policy recommendations based on international practices towards
adaptive and equitable forest governance. This case represents Indonesia's national condition, where weak natural resonrce
governance creates systemic vulnerability to ecological disasters.

Keywords: deforestation, flood-landslide, natural disaster, forest governance, political ecology, Sumatera
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PERNYATAAN KUNCI

e Bencana banjir-longsor 2025 di tiga
provinsi di Pulau Sumatra (+900 tewas,
74.000 rumah rusak) adalah tragedi ekologis
akibat fenomena hidrometeorologis yang
ekstrim dan tata kelola hutan yang buruk.
Degradasi hutan dipicu oleh izin konsesi
bermasalah dan praktik ilegal yang masif
dari perusahaan dan oknum masyarakat.
Konfigurasi kekuasaan ekstraktif dari 631
perusahaan pemegang izin konsesi dan
praktek-praktek ilegal telah mendistorsi
kebijakan kehutanan, mengorbankan aspek
ekologis untuk keuntungan jangka pendek
di tingkat provinsi dan nasional.

Tata kelola yang terfragmentasi dengan
koordinasi lemah dan penegakan hukum
yang gagal menjadi penyeimbang. Kerangka
hukum yang ada juga belum memberi
kewenangan  yang  memadai  bagi
pemerintah  daerah  dan  Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH).

Diperlukan transformasi mendasar melalui
kebijakan ~ komprehensif  yang  dapat
mengubah insentif, pola kekuasaan, dan
paradigma pembangunan. Keadilan
ckologis dan ketahanan komunitas harus
diutamakan.

Selain reformasi kelembagaan, aksi restorasi
ckosistem yang masif dan inklusif harus
segera dilakukan untuk memulihkan Daerah
Aliran Sungai (DAS) kritis. Program ini juga
harus memberi keadilan ekonomi bagi
korban melalui skema padat karya dan
penguatan mata pencaharian.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Pemerintah perlu segera menerapkan
moratorium total izin baru di DAS kritis tiga
provinsi di Pulau Sumatera yang terkena bencana
sebagai model nasional, disertai dengan tiga
langkah penting: (a) rehabilitasi darurat sistem
padat karya di areal kritis; (b) audit independen
terhadap 631 izin konsesi; (c) melakukan operasi
terpadu untuk mengatasi jaringan ilegal.

Sebagai  program  jangka menengah,
diperlukan adanya Dewan DAS Multi-pihak yang
memiliki kewenangan veto di tingkat provinsi,
dengan keanggotaan yang inklusif. Sistem
penegakan hukum terintegrasi juga harus
dibentuk. Reformasi ini perlu didukung dengan
revisi UU 41 No. 1999 dan UU Pemerintahan
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Daerah untuk memperkuat peran pemerintah
daerah dan KPH.

Transformasi  jangka  panjang  dapat
dilakukan melalui penerapan Ecological Fiscal
Transfer (EFT) yang memberi insentif pada
keberhasilan ekologis daerah. Indikator kinerja
ckologis harus menjadi KPI utama dalam SAKIP
pemimpin daerah.

Diperlukan revisi fundamental kebijakan
tata ruang yang menempatkan perlindungan
ckosistem sebagai prioritas utama. Skala prioritas
kawasan harus diubah dimana aktivitas semua
sektor pembangunan harus mengacu kepada daya
dukung ekologis.

Dibutuhkan gerakan nasional perubahan
paradigma untuk membangun etos pengelolaan
lingkungan yang bertanggung jawab. Hal ini
mencakup:  (a) pendidikan  karakter dan
pendidikan lingkungan yang masif; (b) capacity
building aparatur; dan (c) budaya organisasi yang
memandang perlindungan lingkungan sebagai
pilar ketahanan nasional.

PENDAHULUAN

Bencana banjir bandang dan tanah longsor
yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan
Sumatera Barat pada akhir November 2025 telah
menyebabkan korban jiwa dan kerusakan
infrastruktur yang sangat parah. Berdasarkan data
dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) per Rabu (3/12/2025) yang diberitakan
timetoday, korban jiwa tercatat 753 orang
meninggal, 650 orang hilang, dan 2.600 orang
luka-luka. Bencana ini juga menyebabkan
kerusakan pada 9.400 rumah yang terdiri atas
3.600 rumah rusak berat, 2.100 rusak sedang, dan
3.700 rusak ringan. Kerusakan fasilitas umum
terlihat dengan persentase tertinggi pada fasilitas
pendidikan (42,5%) dan jembatan (39,34%). Dari
sisi kemanusiaan, sebanyak sekitar 2,14 juta jiwa
terpaksa mengungsi dengan rincian 1,5 juta jiwa di
Aceh, 538.000 jiwa di Sumatera Utara, dan
106.200 jiwa di Sumatera Barat, sementara total
warga terdampak mencapai 3,3 juta jiwa (Syafira
2025).

Sementara itu berdasarkan data yang
dikumpulkan Wikipedia per 8 Desember 2025,
dampak bencana semakin meningkat dengan
korban jiwa mencapai 961 orang meninggal, 293
orang hilang, dan sedikitnya 5.000 orang luka-
luka, yang dirinci per provinsi menjadi Aceh (389
meninggal, 174 hilang, 1.800 luka), Sumatera
Utara (338 meninggal, 138 hilang, 159 luka), dan
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Sumatera Barat (234 meninggal, 95 hilang, 112
luka). Kerusakan fisik meliputi 46.000 rumah
rusak di Aceh dan 28.100 rumah rusak di
Sumatera Utara (dengan rincian 3.500 rusak berat,
4.100 rusak sedang, dan 20.500 rusak ringan),
disertai kerusakan 271 jembatan dan 282 fasilitas
pendidikan di Sumatera Utara. Jumlah pengungsi
tercatat 775.346 jiwa di Aceh dan total sekitar
835.000 jiwa di tiga provinsi, sedangkan total
warga terdampak tetap mencapai 3,3 juta jiwa
dengan perkiraan kerugian ekonomi mencapai Rp
68,67 triliun (Wikipedia 2025).

Peristiwa bencana dengan skala katastrofik
ini bukan musibah alam biasa, melainkan tragedi
ckologis yang dapat diprediksi dan telah
diperingatkan berkali-kali oleh berbagai hasil
kajian ilmiah. Data menunjukkan tutupan hutan di
DAS kritis ketiga provinsi tersebut telah menyusut
di bawah 30%, dengan laju deforestasi akumulatif
mencapai 1,4 juta ha dalam periode 2016-2025.
Degradasi hutan yang masif ini didorong oleh
ekspansi 631 perusahaan pemegang izin tambang,
HGU sawit, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (PBPH), geotermal, izin PLTA dan PLTM,
yang secara sistematis menurunkan daya dukung
daya tampung ekosistem vital seperti Leuser,
Batang Toru, dan Bukit Barisan (WALHI 2025).
Kerusakan hutan bukan hanya disebabkan oleh
pemegang izin resmi. karena fakta di lapangan
menunjukkan kontribusi signifikan dari jaringan
perambahan dan eksploitasi ilegal yang dilakukan
oleh oknum masyarakat dan perusahaan yang
beroperasi di luar hukum, dimana pihak-pihak ini
seringkali berkolusi dengan aparat (Bebbington ez
al. 2018; Nurprabowo ef al. 2021).

Meski  memiliki  kerangka  kebijakan
kehutanan yang relatif komprehensif -mulai dari
moratorium hutan primer, perhutanan sosial,
hingga program rehabilitasi DAS- namun
deforestasi dan degradasi tetap terus menjadi
pendahulu terjadinya bencana yang merugikan.
Studi-studi ~ sebelumnya  tentang  bencana
hidrometeorologis di Indonesia banyak terfokus
pada aspek teknis seperti analisis curah hujan dan
pemodelan bahaya (Sugianto ef a/. 2022; Zain et al.
2021; Haris ez al. 2023), sementara kajian kebijakan
kehutanan seringkali terbatas pada evaluasi
implementasi program tertentu (Sulastiyo ef al.
2016). Dengan demikian terdapat research gap yang
signifikan dalam  menghubungkan bencana
sebagai output langsung dari kegagalan sistemik
tata kelola yang terdistorsi, termasuk kegagalan
menertibkan  pelaku  ilegal, dan  dalam
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menginvestigasi bagaimana relasi kekuasaan
politik-ekonomi dan kelemahan kerangka hukum
membentuk kegagalan tersebut (Purnomo e7 al.
2021; Maxton-Lee 2018). Pendekatan politik
ekologi terhadap UU 41 No. 1999, misalnya,
menunjukkan bahwa kegagalan itu berakar pada
struktur hukum yang timpang sejak awal
(Suwarno ez al. 2025).

Dengan menggunakan pendekatan
integratif ekologi politik dan analisis tata kelola,
penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis
akar penyebab struktural bencana 2025 di tiga
provinsi Sumatera melalui kajian kritis terhadap
konfigurasi kekuasaan, fragmentasi kelembagaan,
kegagalan penegakan hukum terhadap pelaku legal
dan ilegal, serta kontradiksi kebijakan tata ruang;
(2) menganalisis korelasi spasial antara areal
deforestasi untuk izin konsesi dan perambahan
hutan dengan lokasi bencana melalui sintesis data
sekunder; dan (3) merumuskan rekomendasi
kebijakan transformatif yang menjangkau akar
masalah, termasuk reformasi tata ruang dan
pembangunan karakter good environmental governance.

Temuan utama penelitian mengungkap
bahwa bencana adalah produk dari politik
ekstraktif, tata kelola yang buruk, dan kegagalan
penegakan hukum yang komprehensif. Lebih
jauh, kasus di Aceh, Sumut, dan Sumbar ini
hanyalah puncak gunung es dan representasi
miniatur dari kondisi yang hampir ditemukan di
seluruh wilayah Indonesia, dimana relasi kuasa
yang sama, kerangka hukum yang lemah, dan tata
ruang yang tidak berbasis ekologi telah
menciptakan kerentanan bencana ekologis yang
bersifat sistemik dan nasional.

SITUASI TERKINI

Situasi terkini menunjukkan bencana
hidrometeorologis di tiga provinsi di Pulau
Sumatra telah mencapai skala katastrofik dengan
dampak sosial-ekonomi yang sangat masif (Tabel
1). Analisis komparatif data deforestasi
mengungkap korelasi yang kuat antara wilayah
dengan kehilangan tutupan hutan yang tinggi dan
topografi berat dengan lokasi korban jiwa terbesar
dalam bencana 2025. Seperti terlihat dalam Tabel
2, Aceh kehilangan 860.000 ha tutupan hutan
(2001-2024), dengan konsentrasi terbanyak dari
631 jumlah izin konsesi tambang dan kelapa sawit
yang tumpang tindih dengan area bencana di Aceh
Tamiang dan Bener Meriah (389 tewas). Di
Sumatera Utara, deforestasi seluas 72.938 ha di
Ekosistem Batang Toru untuk 400 IUP tambang



dan PLTA berkorelasi dengan 338 korban tewas
di Tapanuli Utara. Sementara itu, di Sumatera
Barat, kehilangan hutan primer seluas 320.000 ha
(2001-2024) akibat aktivitas ilegal seperti PETI
berkaitan dengan 234 korban tewas di Agam dan
Padang -data ini belum final karena proses
inventarisasi masih terus dilakukan. Degradasi
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hutan skala besar ini seringkali mengabaikan
kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) yang
berfungsi sebagai mitigasi lingkungan (Ridwan e#
al. 2025). Gambar 1 berikut memberikan ilustrasi
visual kondisi bukit yang gundul akibat deforestasi
yang terjadi.

Tabel 1. Dampak bencana banjir-longsor November 2025 di Tiga Provinsi Sumatera

Jembatan Fasilitas Warga

Provinsi I,i‘(;t:;l IEIOJEEH Il"lllllz; Pen(g:)ngm II{{I;T:I? Rusak/ Pendidikan Terdampak
g - Putus Rusak )
Acch 389 174 1.800 1,5 juta 46.000 _ - >500.000
Sumatera 50 138 159 580.000  28.100 271 282 ;
Utara
Sumatera >31.845
B 234 95 112 106.200 ; ; (Kota Padang)
Total 961 407 >2071 >214juta >74.000 271 282 >33 juta

Sumber: Dikumpulkan dari beberapa sumber oleh Wikipedia (2025) dan Syafira (2025)

PetalBatas'Kecamatan|diKabupaten'Samosir)
Pada’Area Hutan\YangTerdampak

KETERANGAN &

Gambar 1. Kondisi bukit di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara: contoh visual kondisi lahan kritis
pasca-alih fungsi kawasan hutan
Sumber: Igbal (2025)

Kerangka kelembagaan di tingkat provinsi
menunjukkan fragmentasi yang tinggi. Analisis
dokumen perencanaan (RTRW, RPJMD, LKj
Dinas) mengungkap kontradiksi antara alokasi
kawasan hutan lindung untuk Areal Penggunaan
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Lain (APL) dengan target rehabilitasi DAS (Sahide
dan Giessen 2015; Affandi ez a/. 2021). Koordinasi
antar-dinas (Kehutanan, ESDM, PUPR, BPBD)
sangat lemah, demikian juga dengan BPBD yang
menangani darurat bencana secara struktural
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terpisah dari dinas yang mengurus penyebab
bencana (Purnomo ef al. 2021; Roengtam ef al.
2023). Anggaran untuk pencegahan (patroli hutan,
rehabilitasi DAS) jauh lebih kecil dibandingkan
untuk respons darurat, sehingga upaya mitigasi
bencana menjadi tidak optimal (Nurrochmat ez 4.
2021).

Bukti Kuat: Deforestasi dan Degradasi DAS
di Tiga Provinsi

Analisis data dari Global Forest Watch dan
berbagai laporan resmi menunjukkan besaran dan
konsentrasi degradasi hutan di ketiga provinsi
yang bertepatan dengan lokasi bencana terparah.
Data hasil sintesis disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Profil deforestasi dan degradasi DAS di tiga Provinsi Sumatra (2001-2024)

Kehilangan Tutupan Hutan (ha)

DAS Kiitis dan Luasan Terdegradasi

Provinsi Suniber: G/;Zb géf)”’”’ Waich Sumber: Pernyataan Menhut (2025) dalam Tempo (2025)
70 titik banjir tersebar di 31 DAS.
Perubahan tutupan lahan (hutan—non-hutan) 2019—
Aceh 860.000 (2001-2024) 2024: 21.476 ha (12.159 ha di dalam kawasan hutan).

Sumatera Utara ~1.600.000 (2001-2024)

Sumatera Barat 740.000 (2001-2024)

Lahan kritis terdampak: 217.301 ha (7,1% dari area
terdampak).

92 titik banjir tersebar di 13 DAS.

Perubahan tutupan lahan (hutan—non-hutan) 2019-
2024: 9.424 ha.

Lahan kritis terdampak: 207.000 ha (14,7% dari area
terdampak).

56 titik banjir tersebar di 13 DAS.

Perubahan tutupan lahan (hutan—non-hutan) 2019-
2024: 1.821 ha (mayoritas di kawasan hutan).

Lahan kritis terdampak: 39.816 ha (7% dari total area
terdampak).

Data dalam Tabel 2 mengkonfirmasi
korelasi spasial yang erat antara tingkat deforestasi
yang sangat besar dan kerentanan bencana.
Tekanan deforestasi mencapai 860.000 ha di
Aceh, sekitar 1,6 juta ha di Sumatera Utara, dan
740.000 ha di Sumatera Barat (2001-2024)
terkonsentrasi pada DAS yang menjadi
episentrum bencana 2025. Data resmi penjelasan
Menteri Kehutanan (2025) memperkuat temuan
ini, menunjukkan bahwa provinsi dengan
akumulasi kehilangan hutan tertinggi juga
merupakan wilayah dengan titik banjir terbanyak
(Sumatera Utara: 92 titik di 13 DAS) dan luasan
lahan kritis terbesar (Aceh: 217.301 ha). Degradasi
ckosistem IDAS ini, yang ditandai dengan
perubahan tutupan lahan (misalnya 21.476 ha di
Aceh dan 9.424 ha di Sumut pada 2019-2024)
serta meluasnya lahan kritis, secara langsung
melemahkan daya dukung hidrologis wilayah.
Akibatnya, kapasitas infiltrasi air ke dalam tanah
menurun, limpasan permukaan meningkat, dan
banjir bandang serta longsor dipicu bahkan oleh
curah hujan ckstrem yang sebenarnya dapat
terkelola (Lubis e al. 2024; Merten et al. 2020).
Temuan ini dengan tegas menunjukkan bahwa
kerusakan pada DAS bukan sekadar faktor

pendamping, melainkan drver struktural utama
yang memperparah dampak bencana
hidrometeorologis.

Bukti Kuat: Deforestasi dan Perubahan Tata
Guna Lahan Memperparah Bencana
Sejumlah  hasil  penelitian  konsisten
menunjukkan bahwa deforestasi, ekspansi sawit
dan tambang, serta perubahan tata guna lahan
adalah pendorong utama meningkatnya bencana
banjir bandang dan longsor di Sumatera (Tabel 3).
Penurunan tutupan hutan di DAS  kritis
menyebabkan hilangnya fungsi ekosistem dalam
mengatur aliran air, meningkatkan limpasan
permukaan, dan menurunkan kapasitas infiltrasi
tanah (Lubis e al. 2024; Merten et al. 2020).
Daerah dengan tingkat kemiskinan penduduk
yang tinggi merupakan lokasi yang paling banyak
terdampak  schingga memperparah  kondisi
kerentanan sosial-ekonomi di wilayah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan desain studi kasus jamak (mu/tiple
case study) pada tiga provinsi: Aceh, Sumatera
Utara, dan Sumatera Barat. Pemilihan kasus
didasarkan pada kritetia wost-similar (sama-sama di
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Sumatra, memiliki DAS kritis, deforestasi>0,7
juta ha) dengan most-different ontcome (variasi jumlah
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korban tewas), untuk mengungkap faktor politik-
kelembagaan dibalik variasi dampak bencana.

Tabel 3. Faktor utama penyebab banjir bandang dan longsor di Sumatera

Dampak pada

Faktor Utama Banjir/Longsor

Wilayah Studi Sumber

Deforestasi (hutan Meningkatkan limpasan,

Aceh, Sumut, Lubis et al. (2024);

<30%) banjir, longsor Sumbar Wardhana ez al. (2024)
Ekspansi sawit dan Hilangnya ekosistem Aceh, Leuser, Rafina dan Prasetyo
tambang penahan air Batang Toru (2023); Rulli ez a/. (2019)
Perubahan tata guna  Penurunan infiltrasi, banjir mbi. Sumbar Merten ez al. (2020); Abhiel
lahan bandang Jambi, Sumba et al. (2024)
To'pogr.aﬁ c}an curah  Memperparah risiko Seluruh Sumatera Heo et al. (2024); Zain et al.
hujan tinggi bencana (2021)

Penelitian ini menggunakan analisis data David Harvey (2003) digunakan  untuk

sekunder melalui  teknik  document  analysis.
Pengumpulan data dilakukan secara sistematis
dari lima klaster sumber utama untuk memastikan
triangulasi dan kedalaman analisis. Pertama, data
statistik lingkungan dan kehutanan, khususnya
mengenai tutupan hutan, hotspor deforestasi, dan
degradasi lahan, diperoleh dari platform Global
Forest - Watch (GFW) dan publikasi resmi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK). Kedua, dokumen kebijakan dan
perencanaan mencakup Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Provinsi, Peraturan Daerah
(Perda)  terkait kehutanan, dan Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah
(RPJMD). Ketiga, laporan resmi instansi
pemerintah, seperti laporan situasi bencana dari
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) serta Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD), dianalisis. Keempat, laporan
investigasi dan analisis dari Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) lingkungan, seperti Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan
Warsi, menjadi sumber kritis untuk memahami
dinamika di lapangan dan perspektif masyarakat.
Kelima, berita investigasi dari media massa
kredibel seperti Mongabay Indonesia, Termpo, dan
Antara News, yang digunakan untuk melacak
kasus spesifik, konflik, dan wacana publik yang
relevan.

Penelitian ini menggunakan kerangka
analisis politik ekologi integratif yang berfokus
pada konsep produksi kerentanan (production of
vulnerability). Kerangka ini mengombinasikan tiga
pendekatan teori untuk membedah kompleksitas
persoalan. Pertama, konsep akumulasi melalui
perampasan  (accummlation by  dispossession)  dari
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menganalisis bagaimana proses konversi hutan
menjadi  konsesi  tambang  dan  sawit
merepresentasikan suatu bentuk perampasan
(dispossession) terhadap sumber daya ekologis dan
ruang hidup masyarakat oleh akumulasi modal.
Kedua, teori kekuasaan tiga dimensi Steven Lukes
(2005) diterapkan untuk mengungkap dimensi
kekuasaan yang bekerja. Dimensi pertama (decision-
mafking power) dianalisis dalam proses penerbitan
izin; dimensi kedua (agenda-setting power) dijelajahi
dalam pembuatan kebijakan tata ruang; sementara
dimensi ketiga (preference-shaping power) ditelusuri
dalam wacana publik yang melegitimasi paradigma
pembangunan ekstraktif. Ketiga, konsep tata
kelola yang terfragmentasi (fragmented governance)
dari Sahide dan Giessen (2015) digunakan untuk

mendiagnosis  kegagalan  struktural  dalam
koordinasi  kelembagaan, tumpang tindih
kewenangan, dan inersia  birokrasi yang

menghambat implementasi kebijakan konservasi.

Analisis data dilakukan secara bertahap dan
terpadu dalam tiga alur utama. Tahap pertama
melakukan analisis spasial deskriptif-komparatif.
Mengingat penelitian ini berbasis data sekunder,
analisis korelasi spasial tidak dilakukan melalui
pemrosesan data geospasial mentah dengan
perangkat lunak SIG  (Geographic  Information
System). Sebagai gantinya, teknik yang digunakan
adalah sintesis dan interpretasi deskriptif terhadap
data agregat, peta, dan kesimpulan spasial yang
telah disajikan oleh sumber-sumber terpercaya
seperti GFW, WALHI, dan BNPB. Melalui teknik
location matching, deskripsi lokasi hotspot deforestast,
konsentrasi izin konsesi, dan zona terdampak
bencana dari berbagai laporan dicocokkan. Hasil
sintesis ini kemudian disajikan secara komparatif
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dalam tabel tematik untuk menggambarkan pola
korelasi antar provinsi.

Tahap kedua adalah analisis kebijakan (po/icy
analysis). Pada tahap ini, dokumen perencanaan
seperti RTRW dan RPJMD serta dokumen
anggaran dianalisis. Tujuannya adalah untuk
mengidentifikasi fragmentasi kebijakan antar
sektor, kontradiksi dalam alokasi kawasan, dan
kesenjangan antara target kebijakan dengan
realitas implementasi dan alokasi anggaran.

Tahap ketiga sekaligus tahap utama adalah
analisis ekologi politik. Pada tahap ini, seluruh
temuan dari analisis spasial deskriptif dan analisis
kebijakan diintegrasikan dan ditafsirkan melalui
lensa kerangka teori politik ekologi yang telah
dijelaskan. Analisis ini berusaha merekonstruksi
mekanisme politik-ekonomi yang spesifik tentang
bagaimana konfigurasi kekuasaan, relasi antar
aktor  (korporasi, elite politik,  birokrasi,
masyarakat), dan kelemahan kerangka
kelembagaan secara bersama-sama menyebabkan
kerentanan dan pada akhirnya menyebabkan
terjadinya bencana. Validitas dan kedalaman
interpretasi dalam tahap ini dijaga melalui prinsip
triangulasi sumber data, di mana klaim yang
muncul dari satu jenis sumber (misalnya laporan
LSM) dicek dan diperkaya dengan sumber lain
(misalnya dokumen kebijakan atau pemberitaan
investigast).

ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI
/PENANGANAN

Analisis melalui lensa politik ekologi
berhasil mengungkap mekanisme yang lebih
dalam tentang bagaimana kekuasaan bekerja
memproduksi kerentanan. Di Provinsi Aceh,
dominasi rezim ekstraktif didukung oleh kerangka
hukum seperti UU Cipta Kerja yang dinilai
memutihkan praktik 7egal logging. Di Sumatera
Utara, jaringan elite ekonomi-politik bertindak

sebagai pemegang saham atau kaki tangan dari
tujuh perusahaan PLTA dan tambang yang
beroperasi di kawasan Batang Toru. Sementara
itu, di Sumatera Barat, kooptasi elite Nagari oleh
pengusaha sawit telah melemahkan institusi adat
parakn (hutan larangan adat) yang secara
tradisional menjadi penjaga kelestarian. Konsep
"Akumulasi melalui Perampasan" (Accunulation by
Dispossession) terwujud nyata dalam konversi
72.938 ha hutan Batang Toru untuk PLTA dan
tambang, serta pelepasan hutan adat Leuser untuk
konsesi sawit (WALHI 2025). Relasi kuasa yang
timpang ini memperlihatkan bagaimana hukum
dan kebijakan, termasuk UU 41/1999, sering kali
menjadi alat legitimasi bagi kepentingan ekstraktif
ketimbang pelindung fungsi ekologis dan hak
masyarakat.

Struktur Penyebab Deforestasi: Konfigurasi
Legal dan Ilegal

Temuan penelitian mengungkap struktur
penyebab deforestasi yang kompleks, di mana
faktor legal (konsesi korporasi) dan faktor ilegal
(perambahan hutan, PETT) saling berinteraksi dan
mempercepat degradasi (Tabel 4).

Tabel 4 menunjukkan dualitas masalah yang
saling menguat. Di satu sisi, kebijakan tata ruang
dan perizinan didominasi oleh kepentingan
korporasi ekstraktif (contoh: ada 631 konsesi
berbasis pemanfaatan lahan). Di sisi lain, ruang
yang diciptakan oleh ketiadaan penegakan hukum
yang efektif dimanfaatkan oleh aktor ilegal, mulai
dari perambah individu hingga jaringan PETI
terorganisir.  Interaksi  kedua  faktor ini
menciptakan efek sinergis yang mempercepat
deforestasi. Sebagai contoh, pembukaan jalan oleh
konsesi sawit di Batang Toru membuka akses bagi
perambahan lebih lanjut, sementara kebakaran
yang dipicu oleh pembukaan lahan ilegal di Leuser
(Aceh) pada 2024 menyumbang separuh
kehilangan hutan primer.

Tabel 4. Struktur penyebab deforestasi: konsesi legal vs. aktivitas ilegal

Provinsi Faktor Legal/Betlizin (Korporasi) Faktor Ilegal/Perambahan (Aktor Non-State)
Konsesi tambang dan sawit mendominasi ~ Perambahan, pembalakan liar, tambang emas
Aceh kebijakan. ilegal (Leuser).

Sumber: WALHI Aceh (2025)

Ekspansi perkebunan sawit besar (42.034
ha di Tapanuli Selatan), [UP tambang.

Sumatera Utara
Sumber: Maksum (2025)

I1zin logging (PBPH), izin perkebunan

Sumatera Barat sawit, izin tambang.

Sumber: WALHI (2025)

Sumber: Alfata (2025)

Perambahan, penebangan liar, aktivitas
tambang tanpa izin.
Sumber: Karokaro (2025)

PETI (tambang emas ilegal) sebagai driver
utama, pembalakan liar, perladangan.
Sumber: Fernando (2025); Elfisha (2020)
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Berdasarkan  perspektif  tata  kelola,
kegagalan terjadi secara sistemik pada seluruh
siklus kebijakan kehutanan, membentuk siklus
paralisis yang berulang. Tahap formulasi kebi-
jakan, seperti perumusan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW), sering kali terdistorsi oleh
intervensi politik dan kepentingan elite, dengan

proses yang minim partisipasi publik dan
transparansi (Affandi ez a/ 2021; Rustiadi dan
Veriasa  2022; Boer 2020). Pada tahap

implementasi, tekanan kekuasaan informal dan
fragmentasi kelembagaan yang tinggi—ditandai
dengan tumpang tindih kewenangan dan lemah-
nya koordinasi—mengalahkan aturan formal,
sehingga banyak kebijakan hanya berjalan di atas
kertas (Riggs ez al. 2018; Roengtam et al. 2023).

Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan

Puncak kegagalan terjadi pada tahap
evaluasi dan penegakan hukum, yang mengalami
kelumpuhan (paralysis) total. Sistem ini secara
diskriminatif hanya menjangkau pelaku kecil
seperti petani atau buruh, sementara pemegang
izin korporasi besar dan pemberi izin dari ratusan
konsesi bermasalah nyaris kebal hukum
(Arifasihati dan Kaswanto 2016; Purnomo ez 4.
2021; Prakasa ef al 2022; Maskun ef a/l. 2025;
Nugroho ef al. 2023). Lemahnya pengawasan,
korupsi, dan sanksi yang tidak menimbulkan efek
jera telah mengikis daya perlindungan sistem,

mengabadikan impunitas bagi aktor utama
penyebab  deforestasi.  Fragmentasi  dan
kontradiksi perencanaan menjadi hambatan

utama yang memperparah situasi ini (Tabel 5).

Tabel 5. Hambatan tata kelola kehutanan di tingkat provinsi

Masalah Utama

Dampak pada Tata Kelola dan Bencana

Sumber

Fragmentasi kelembagaan

Kontradiksi perencanaan
(RTRW, RPJMD)

Anggaran pencegahan minim

Tumpang tindih kewenangan cfekdf

Koordinasi lemah, inersia birokrasi

Kebijakan saling bertentangan

Fokus pada respons, bukan mitigasi

Pengawasan dan implementasi tidak

Purnomo e al. (2021);
Roengtam ez al. (2023)

Sahide dan Giessen (2015);
Affandi et al. (2021)

Nurrochmat ef al. (2021); Alfajri
et al. (2025)

Riggs e# al. (2018); Jatiyah dan
Pramono (2018)

Alternatif solusi yang transformatif harus
menjangkau akar masalah struktural di atas.
Pertama,  reformasi  kelembagaan  melalui
pembentukan Dewan DAS Multipihak dengan
kewenangan veto terhadap izin baru di wilayah
DAS kritis (Poyser dan Daugaard 2023). Kedua,
transformasi insentif melalui Ecological  Fiscal
Transfer (EFT) yang mengaitkan alokasi dana
dengan kinerja ekologis daerah (Ding ef al. 2023;
Le ez al. 2024). Ketiga, penguatan agen perubahan
dengan akselerasi pengakuan hutan adat dan
dukungan litigasi strategis oleh korban bencana
(Kline ef al. 2021; Magnan dan Michelon 2024).
Keempat, integrasi indikator bencana ke dalam
sistem evaluasi kinerja pejabat publik, menjadikan
keselamatan  ekologis sebagai KPI utama
kepemimpinan daerah (Paauw e al 2024
Christian ef al. 2024).

Solusi teknis seperti pembangunan talud
dan normalisasi sungai hanya bersifat kuratif jika
tidak disertai dengan perubahan mendasar dalam
tata kelola hutan yang saat ini pincang.
Pembelajaran dari sertifikasi 245 ha hutan ulayat
di Sumatera Barat yang relatif lebih resisten
terhadap konversi menunjukkan potensi pengu-
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atan kelembagaan adat sebagai benteng perta-
hanan ckologis (Karima dan Kaswanto 2017;
Qisthina ez a/. 2023; Mahmuddin ez a/. 2024). Lebih
dari itu, pendekatan berbasis ekosistem seperti
pengembangan lanskap agroforestri yang meniru
strtuktur dan fungsi hutan alam terbukti dapat
meningkatkan resiliensi DAS, menyediakan jasa
lanskap, dan sekaligus menopang ekonomi
masyarakat (Aroengbinang dan Kaswanto 2015;
Septian ¢ al. 2025; Mosyaftiani e al. 2018).
Restorasi darurat pascabencana seharusnya tidak
hanya menanam pohon, tetapi membangun
sistem agroforestri bernilai konservasi tinggi yang
memulihkan fungsi DAS, sekaligus memberikan
manfaat ekonomi jangka panjang,.

Penting ditekankan bahwa kasus tragis di
tiga provinsi Sumatera ini hanyalah contoh yang
paling terkini dan terdokumentasi. Pada
hakikatnya, kondisi kerentanan yang sama ada di
banyak wilayah Indonesia, dari DAS yang kritis di
Kalimantan akibat tambang dan sawit, hingga
tekanan deforestasi di Papua. Tata kelola hutan
yang pincang, tata ruang yang cksploitatif, dan
penegakan hukum yang lemah adalah penyakit
sistemik nasional. Oleh karena itu, rekomendasi
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kebijakan transformatif lima pilar yang diajukan
dalam studi ini—yang menekankan pada
penegakan hukum terpadu, reformasi
kelembagaan dan hukum, insentif berbasis kinerja
ekologis, revisi tata ruang paradigmatik, dan
perubahan karakter—tidak hanya relevan untuk
konteks Sumatra, melainkan mendesak untuk
diadopsi sebagai agenda reformasi tata kelola
sumber daya alam secara nasional. Hanya dengan
pendekatan holistik dan berani ini mata rantai
produksi bencana ekologis di seluruh Indonesia

dapat diputus.
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